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PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA,',

NOMOR 14 TAHUN 2016 [
TENTANG |

ALIH FUNGS] SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT T N YANG MAHA ESA ’

b ]

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, }

a. bahwa dalam rangka pemcrataan akses déjn peningkatan

1.

2.

muty pendidikan nonformal oleh pemerint Kabupaten
Padang Lawas Utara perlu dilakukan alih fungsi sanggar

kegiatan bel2jar menjadi satuan pcndxdxk‘,an nonformal
yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan

penyelenggaraan program pendidikan nonforlmal

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan PaLaJ 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendidikan dan chuddyan Republik

Indonesia tentang Pedoman Alih Fungsi Sariggar Kegiatan
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu

menetapkan Peraturan Bupati; .

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaxmana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu rncnctapkfm Peraturan
Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar chl,atan Belajar

| menjadi Satuan Pendxdxkan Nonformal. «;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan sional (Lembaran Neg Republik
Indonesia . Tahuyn 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. | 2,
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lemb?ran Negara.

Republik Indoncsna Nomor 4733); i

Undang-undang Nomor 23 Tahun 20.1;4 tentang
Pemerintahan iDaerah (Lembaran Negard Republik
Indonesia Tahuﬂ 2014 Nomor 244, Tambah Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

l

Undang Nomor 9 Tahun 2015; }

)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nega,}'a Republik

"
)
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Mcnctapkan

.

\

Indonesia Tahun 200S Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indpnesia Nomor 4496), .sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pcmcnnta}] Nomor 13 Tahun 2015; ]

S. Peraturan ;Pemcnntah Nomor 17 Tahuyn 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 51Q5), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pcmcdntah Nomor 66

v Tahun 20 10

. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan chULayaan Republik.
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentarfg Pedoman Alih
Fungsi Sapggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan
Pcndidikanagonformal; "'

7 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor
08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-
Di‘nas Daerah Kabupaten Padang Lawas }ltara (Lembaran
Dacrah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010

Nomor 08); ’

8. Peraturan BUpau Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun

2012 Tcnt:ang Struktur Organisasi dan dlata Kerja secrta
Uraian ’I‘ugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Dmas/Badan Kabupaten Padang Lawaq Utara (Berita
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utar? Tahun 2012
Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

. l
- PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUN&GSI SANGGAR

KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN; PENDIDIKAN
NONFORMAL. :
'
BAB |
KETENTUAN UMUM

PO N W T |

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcnéan

1. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebuit SKB adalah
unit pelaksana t?knis daerah.

2.Unit pelaksana' teknis daerah selanjutnya {disebut UPTD

adalah unsur pecjaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya dxsebut satun PNF
adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

4. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program
PNF adalah pendidikan yang diselengggrakan untuk
memberdayakan:masyarakat melalui pcndldxltan kecakapan
hidup, pcndldlkan anak usia dini, pendxdxkar) kepemudaan,
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- B.

l

pendidikan ' pemberdayaan pcrcmpdan pendidikan
keaksaraan, pendidikan keterampilan da!n pelatihan kenja,
pendidikan kpsetaraan, serta pendidikan lhin yang ditujukan
untuk menge bangkan kemampuan peserta didik.

. Program pendidikan anak wusia dini sc’anjutnya disebut

Program PAUD adalah program pcndldxkan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan

untuk membantu pertumbuhan dan perkgmbangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapanjdalam memasuki

pendidikan lepih lanjut. i
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pcndi?ikan Kabupaten
Padang Lawad Utara.

I

BAB lI .
ALIH FUNGSI SKB MENJAD] SA'I‘U)\N PNF

Pasal 2 .‘
g ‘]

(1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerint:ih  Kabupaten

Padang Lawas Utara mcnga]thungsxkan SKB menjadi
Satuan PNF.!

(2) Alih fnngsn' SKB menjadi satuan PNP sebagaimana

(1)
(2)

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dont n  ketentuan

sebagai benkut:

a. SKB tetap digunakan sebagai nomcnklat ir Satuan PNF;

b. Tugas SKB sebagai UPTD diubah menjdd. '.1gas Satuan
PNF;

c. Kepala SKB sebagai jabatan structurdl UPTD diubah
menjadi Jabatan fungsional Pamong BCI&J&I‘ yvang diben
tugas tambahan sebaga.x Kepala Satuan}PNF alih fungsi
dari SKB; 5

d. Kepala urusan tata usaha SKB sebagai _)a;batan stmctural
UPTD diubah menjadi Kepala urusan tatd usaha: dan

¢. Sarana dan prasarana yang dimiliki S sebagai UPTD
diubah menjadi sarana dan prasarana sa’uan PNF.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Sata o

)

Satuan PNF alih fungsi dari SKB memxhkn tugas

menyelenggarakan Program PNF. :
Dalam melaksanakan - tugas sebagaimana dimaksud pada

"ayat (1), satuan PNF menyelenggarakan fung’.sx

a. Penyelenggaraan program PNF;

b. Penyelenggaraan program pcrcontohan pendidikan
nonformal; ’

c. Pelaksanaan program pengabdian masy&rakat dxbxdang
pendidikan nonformal; .

d. Pclaksanaanc dan pembinaan hubun kerjasama
dengan orang tua peserta didik dan masy takat; dan

e. Pelaksanaan jadministrasi pada satuan PNF alih fungsi
dari SKB.

2
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Pasal 4

L PR B

(1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, berhak: \
a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;

b. Memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
dan :

c. Memperoleh pembinaan dari Pemerin dan Pemerintah
Daerah sjm pihak lain yang tidak mengikat.

(2) Satuan PNF alih fungsi dani SKB, dapat:

a. Menyelenggarakan ujian nasional pendf‘dikan kffset,araan
dan/atau uji kompetensi program PNF sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi
peserta didik sesuai dengan kctcét‘unn peraturan

pcrundan%’-udangan :
(3) Satuan PNK alih® fungsi SKB wajiglg melal.csanakan
penjaminan mutu pendidikan nonforma] scsual dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan;

BAB IV :
ORGANISASI %
Pasal S5
(1) Susunan orgalnisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB terdiri
atas: -
a. Kepala !

i
. -
s

b. Urusan Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional. .

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada aypat (1) huruf a
menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF
alih Fungsi dan SKB. | . .

(3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksxld pada ayat (1)
huruf b menjalankan tugas administrasi ;Satuan PNF alih
Fungsi dar1 SKB. ‘

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ merupakan pcndidik dan tenaga
kependidikan dalam menyelenggarakan Pro'iram PNF.

(5) Kedudukan, Organisasi, tugas dan fungsi satuan PNF alih
fungsi dari SKB sebagaimana tercantumn dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. y

]

BAB V i
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 ,

(i) Dengan  ditetapkannya Peraturan ini, "SKB  yang
dialihfungsikan menjadi Satuan PNF; masih tetap

i
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Y

melaksanakan tugasnya sampai tcrlaksa;nanya alih fungsi

sKB menjadl satuan PNF sesuai dengan} Peraturan. Bupati
ini. :

(2) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai satuan PNF alih
fungsi dani SKB, Kepala satuan PNF alih fungsi dijabat oleh
Kepala UPTD SKB sampai ditetapkannya Kepala satuan PNF
alih fungs: dan SKB definitive sesuai perdaturan p=rundang-
undangan. f

(3) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dann SKB
dilakukan oleh Kepala Dinas.

(4) Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Pcraturén Bupati Padang

. Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian ‘&\Jgas Pokok dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten

Padang Lawas Utara (Berita Dacrah 'bupatcr.) Fadang
Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 70, icabut dan dinyatakan
tidak berlaku. ;

( | Pasal 7

1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3

Agar setiap orang mengetahuinya, n.~merintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan renempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawus - -ara.
: ¢
.
4
Ditetapkan di Guhung Tua:

Pada tanggal ¥ fpeil 20
l

SUPAN PADANG I‘LAWAS UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016

H
NOMOR {4 ?
i
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AMPIRAN PERATURAN BUPATI PAQANG LAWAS UTARA {

NOMOR . A4 TAnon 206 S - -
TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MEI\?JADI SATUAN
PENDIDIKAN N ONB‘ORMAL ;-l
j .

;

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BEM;‘AR
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN: PNF

I
] | KEPALA ‘ | [
;! N

URUSAN TATA U'SAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNfSIONAL

o Py bt e cam o) Ml

PADANG LAWAS UTARA,
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